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BAB II
TINJAUAN PUSTIDAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Harta Peninggalan
1. Sejarah Balai Harta Peninggalan 
Untuk mengetahui sejarah dan latar belakang pembentukan Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia, kiranya perlu meihat jauh kebelakang beberapa ratus tahun yang silam, yakni dengan masuknya bangsa Belanda di Indonesia, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Pakistan yang memiliki armada-armada besar. 
Untuk menghadapi persaingan tersebut orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische Chompanie disingkat VOC, yang oleh bangsa Indonesia dikenal Kompeni. Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah di daerah yang ditidaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yakni melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditidaklukkan.[footnoteRef:2] [2:  Syuhada, “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 1 (2020), h.115.] 

Lama kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni tanggal 1.Oktober 1624 Sedangkan pendirian Balai Harta Peninggalan di daerah lain sejalan pula dengan kernajuan-kemajuan territorial yang dikuasai VOC. Adapun landasan hukum tetap dipertahankannya peraturan kolonial tersebut, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945.
Mengenai wilayah kerja Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan Besluit Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 No. 60 Stb. 1921 No.. 489 ditentukan, bahwa dalam wilayah hukum dari tiap – tiap Raad van Justitie dibentuk sebuah Balai Harta Peninggalan yang tempat kedudukan dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jenderal (dahulu Menteri Kehakiman dan sekarang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ) pada saat itu tiap - tiap Balai Harta Peninggalan mempunyai Perwakilan - perwakilan.
Kehadiran Balai Harta Peninggalan di Indonesia mengalami masa pasang surut, yakni dengan penghapusan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Oktober 1964 Nomor J.A.10/11/24. Kemudian pada tahun 1976 oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Mochtar Kusumaatmad,ja dirasa perlu untuk membentuk kembali Balai Harta Peninggalan. Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya, maka dengan. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 Oktober 1976 No. J.S.4/9/1 telah dibentuk kembali Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan Perwakilan-perwakilannya Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman masing- masing:
a. Tanggal 5 Nopember 1986 No. M.02-PR.07.01 Tahun 1986
b. Tanggal 1 April 1987 No. M.01.-PR.07.01 Tahun 1987
c. Tanggal 29 Juni 1987 No. M.04-PR.07.01 Tahun 1987
d. Tanggal 5 September 1987 No. M.06-PR.07.01 Tahun 1987
Seluruh kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan telah dihapus sedang semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan/diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahinya. Dengan demikian sampai saat ini di Indonesia hanya ada 5 Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.
Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan sekarang bernama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Direktorat Perdata). Dari namanya terlihat, bahwa Balai Harta Peninggalan adalah merupakan suatu badan yang mengambil keputusan-keputusan dalam bentuk suatu dewan dengan ketuanya, beberapa anggota dan seorang sekretaris. Mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 19 Juni 1980 Nomor. M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 yang merupakan penyempurnaan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1976 No. Y.S.4/12/21 Tahun 1976, namun seiring perkembangan jaman dan untuk mengakomodir perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan se Indonesia kedepannya perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja BHP hal ini dikarenakan Organisasi dan Tata Kerja BHP tahun 1980 sudah tidak sesuai.
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Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan
Dalam struktur organisasi, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Adapun keterangan tentang Susunan struktur dan Organisasi Balai Harta Peninggalan Medan yaitu :[footnoteRef:3] [3:  Buku Pintar Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan, Jakarta, 2018, h. 8] 

a. Ketua :
Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan tugas teknis/non teknis sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di bidang Balai Harta Peninggalan
b. Sekretaris
Memberikan pelayanan kepada semua unsur Balai, menangani dan melaksanakan secara kolegial masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan kepailitan sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas teknis/non teknis Balai Harta Peninggalan
c. Anggota Teknis Hukum (ATH)
Menangani dan melaksanakan secara kolegial masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan kepailitan sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas teknis Balai Harta Peninggalan.
d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan kerumahtanggaan sesuai peraturan Perundangundangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.
e. Kepala Seksi Harta Peninggalan
Mempersiapkan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta yang tidak ada kuasanya dan kepailitan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
f. Kepala Urusan Umum
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga sesuai dengan peraturan Perundangundangan dan prosedur yang berlaku.
g. Kepala Urusan Keuangan
Menyelenggarakan administrasi/ ketatausahaan urusan keuangan kantor Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
h. Kepala Urusan Kepegawaian
Menyelenggarakan administrasi/ketatusahaan urusan pegawai Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian dalam rangka kelancaran tugas di bidang Kepegawaian.

B. Tinjauan Hukum Perdata Tentang Warisan
1. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Perdata
Dengan meninggalnya seseorang maka penguasaan atas segala sesuatunya yang berhubungan dengan harta kekayaan dari si mati semasa, akan beralih kepada ahli warisnya.  Pengusaan dalam hal ini adalah meliputi hak-hak dan kewajiban sehubungan dengan harta kekayaan. Tetapi perlu mendapat perhatian bahwa tidak semua yang menjadi kekayaan seseorang yang merupakan bagian dari harta warisan yang dapat beralih kepada ahli warisnya melainkan ada yang dianggap harus lengkap ketika seseorang itu meninggal dunia. Contohnya seperti hak yang bersifat pribadi misalnya hak pakai yang diatur dalam pasal 807, 818 KHU. Perdata demikian juga halnya dengan hak yang lahir dari hubungan kerja tidak akan pernah beralih dari ahli warisnya .      
	Hukum atau peraturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya adalah dikenal sebagai hukum waris.
	Menurut A. Pitlo, bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah kumpulan peraturan mengenai kekayaan karna wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memprolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[footnoteRef:4] R. Wirjono Prodjodikoro memberikan defenisi terhadap warisan bahwa warisan itu adalah “soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak. [footnoteRef:5] [4: 	 A. Pitlo, Op.Cit, h.78]  [5: 	 R. Wirjono Prodjodikoro., Op.Cit, h.9] 

	Dari uraian-uraian di atas, maka dalam pewarisan dikenal tiga syarat umum mutlak yang harus ada yaitu:
a. Adanya orang yang meninggal dunia.
b. Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
c. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan yang akan beralih kepada ahli waris.
Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris. Ini berarti sebagai syarat pewaris adalah adanya hak-hak atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai uang dan salah satu unsur pengertian warisan ialah ahli waris. 
Untuk pewarisan karena kematian, kesanggupan atau kelahiran sebagai anak yang sulung tidaklah menjadi soal. Undang-undang membagi ahli waris karena kematian, terbagi dalam 4 (empat) golongan : 
a. Golongan Pertama: terdiri dari suami/isteri dan keturunannya. 
b. Golongan kedua: terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara. 
c. Golongan ketiga: terdiri dari leluhur lain-lainnya. 
d. Golongan keempat: terdiri dari anak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. 
Kalau semua ini tidak ada, maka negaralah yang menerima harta peninggalan, tetapi tidak sebagai ahli waris.[footnoteRef:6] [6: 	 Hartanto Soerjopratiknjo, Op.Cit, h.38] 


Jika menurut pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta warisan ini menjadi milik negara, yang juga wajib membayar hutang-hutang si wafat sepanjang harta warisan mencukup untuk itu.[footnoteRef:7] Orang-orang yang termasuk golongan berikutnya, tidak dapat menerima apa-apa dari harta peninggalan selama masih ada orang dari golongan yang terdahulu. Jadi kakek atau nenek tidak dapat mewarisi karena kematian, apabila pewaris meninggalkan seorang saudara.  [7: 	 R. Wirjono Prodjodikoro., Op.Cit, h. 8] 

Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan ahli waris menurut golongannya adalah sebagai berikut :
a. Golongan pertama 
Orang yang pertama kali dipanggil oleh Undang-Undang adalah anak dan keturunan selanjutnya serta suami atau isteri dari si mati. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri mewarisi suatu bagian dari anak. Apabila seorang meninggalkan lima orang anak dan satu suami atau isteri, maka masing-masing mereka itu mewarisi karena kematian 1/6 dari harta peninggalan. Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.[footnoteRef:8] [8: 	 Ibid, h.30] 

Diantara keturunan, orang lebih dekat derajatnya kecuali pelaksanaan aturan penggantian, menyampingkan orang yang lebih jauh derajatnya. Apabila cucu mewarisi untuk diri sendiri, mereka mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Harta peninggalan suami atau isteri, dua orang anak, dan tiga orang cucu maka anak dari anak yang meninggal lebih dahulu, dibagi dalam empat bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri tiap anak dan ketiga cucu bersama-sama menerima seperempat. Kalau ayah dari ketiga cucu itu tidak meninggal lebih dahulu, atau ia tidak pantas, atau dicopot haknya untuk mewarisi untuk pewaris, maka harta peninggalan dibagi antara suami/isteri dan kedua anak dalam tiga bagian yang sama besarnya (maksudnya seandainya yang menolak itu tidak mempunyai keturunan, tetapi ia mempunyai keturunan yaitu: cucu dari si pewaris, maka cucu ini boleh mewaris tetapi bukan dengan penggantian melainkan karena kedudukannya sendiri).
b. Golongan kedua
Orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh Undang-Undang dalam pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka dipanggillah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara. 
Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua ini masing-masing mewarisi setengah, apabila ada pula saudara orang tua dan saudara mewarisi untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan menerima kurang dari ¼ harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat 1/3 bagian dan apabila yang ditinggalkan satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-saudaranya mewarisi seluruh harta warisan. 
c. Golongan ketiga
Kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya merupakan golongan ketiga dari ahli waris. Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu. Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada  yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. 
Dalam tiap-tiap garis dilaksanakanlah aturan yang biasa orang-orang dari golongan ke empat barulah dipanggil, apabila dari golongan ketiga tidak ada yang tinggal seorang jugapun. Dalam tiap golongan orang yang lebih dekat derajatnya menyampingkan yang lain apabila dalam garis ayah ada ayah dari ayah, dan orang tua dari ibu ayah, maka kakek menyampingkan yang karena undang-undang tidak mengenal penggantian dalam garis keatas.  Apabila dalam salah satu garis dipanggil tiga waris yang untuk menerima harta peninggalan, maka masing-masing menerima 1/3 bagian. 
d. Golongan keempat : 
Keluarga selanjutnya dalam garis menyamping. Sesudah garis keatas dipanggillah sanak keluarga dari garis menyamping diluar golongan kedua. Yang terdekat derajatnya menyampingkan yang lain.  Di dalam garis menyamping keluarga yang bertalian kekeluargaannya berada dalam suatu derajat yang lebih tinggi dari derajat ke 6 tidak mewaris. Kalau hal ini terjadi pada satu garis, maka bagian yang jatuh pada garis itu, menjadi haknya keluarga pada garis yang lain, maka kalau orang itu mempunyai hak kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi dari derajat ke-6. Apabila dalam kedua garis itu tidak ada satu juapun sanak keluarga sedarah yang dipanggil untuk menerima harta peninggalan, maka harta peninggalan itu jatuh pada negara.[footnoteRef:9] [9: 	 Ali Afandi., Op.Cit, h. 40] 

Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Hukum Waris Menurut Hukum Islam
Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut Hukum Faraid adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Hukum Kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.
Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Asas-asas dalam pewarisan menurut Hukum Waris Islam yaitu:
1. Asas Ijbari 
Peralihan harta seseorang dalam hukum Islam yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari. Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan yaitu “melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri”.[footnoteRef:10] Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. “unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan”.[footnoteRef:11] [10:  Ibid., h.18.]  [11:  Ibid., h.19.] 

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Pengertian ali mujbir” dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata jabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba bukanlah asas kehendak dari hamba tersebut, tetapi adalah kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariah.[footnoteRef:12] [12:  Ibid. h. 19-20  ] 

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT.[footnoteRef:13] [13:  Ibid. h. 20  ] 

Dilihat dari segi pewaris (sebelum meninggal), ia pun tidak dapat menolak peralihan tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan Allah. Oleh karena itu ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya sebelum ia meninggal dunia, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli warisnya suka menerima atau tidak. Demikian juga bagi yang punya harta.
Adanya asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur ijbari dari segi cara peralihan dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harga peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata nasib berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.[footnoteRef:14] [14:  Ibid., h.24.] 

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai  hak untuk menambah atau menguranginya. Adanya unsur ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata ‘mafrudan’ yang secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata-kata tesebut dalam terminologi fiqih berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan mempergunakan kedua kemungkinan pengertian itu maka maksudnya adalah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Bentuk ijbari dari segi siapa-siapa yang akan menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya.[footnoteRef:15] [15:  Achmad, Kuzari, Op.Cit, h.81.] 

2. Asas Bilateral 
Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laiki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.[footnoteRef:16] Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat An Nisa‟ ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan yang artinya: “bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga daripihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya.” [16:  Ibid, h. 82.] 

Selanjutnya di dalam surat An-Nisa ayat (11) ditegaskan :
1) Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tua sebagaimana didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki mendapat bagian sebanyak bagian dua orang anak perempuan.
2) Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam. Begitu pula ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian. Jumlah tersebut adalah bila pewaris meninggalkan anak.
Surat An Nisa ayat (12) dijelaskan bahwa :
a. Bila pewaris seorang laki-laki yang punah, saudaranya yang laki-laki berhak mendapat harta peninggalannya, begitu pula saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisannya itu.
b. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang punah, maka saudaranya baik yang laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta warisannya.
Surat An-Nisa ayat (176) dijelaskan bahwa :
a. Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudarnya yang perempuan itu berhak menerima warisannya.
b. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya yang laki-laki itu berhak menerima harta warisannya.
Ahli waris kerabat lain yang tidak tersebut di dalam Al-Quran secara nyata dapat diketahui melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi dan juga dari perluasan pengertian terhadap ahli-ahli waris yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran.
3. Asas Individual 
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mingkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing.[footnoteRef:17]  [17:  Ibid, h.83.] 

Setiap ahli waaris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah usul fiqh disebut ‘ahliyatul al wujub’.[footnoteRef:18] [18:  Ibid, h.84.] 

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dikaji dari aturan-aturan al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Surat An-Nisa ayat (7) secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya. Begitu pula perempuan mempunyai hak untuk menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak. Bagian masing-masing sudah ditentukan.
Asas ini juga didasarkan dari Surah An-Nisa‟ ayat (11) yang artinya antara lain: 
1. Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan.
2. Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka besar bagiannya 2/3 dari harta peninggalan.
3. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka besar bagiannya adalah seperdua harta peninggalan. 

Berdasarkan surat An-Nisa ayat (7) dan ayat (11) tersebut dapat diketahui bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku
4. Asas Keadilan Berimbang 
Hukum kewarisan Islam faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan”.[footnoteRef:19] Artinya laki-laki mendapat hak kewarisan, demikian pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat (7) yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak kewarisan. [19: Ibid., h.87. ] 

Hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. 
Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 7 menyatakan bahwa menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176, surat An-Nisa‟ secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).[footnoteRef:20] [20:  Harijah Damis, Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai, Al-Itqon, Jakarta, 2012, h. 26.  ] 

Tentang jumlah bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk yaitu :
a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan bapak sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 11 surat An-Nisa. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris kalalah sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa.
b. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari bagian yang diperoleh perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176.[footnoteRef:21] [21: Ibid, h.27. ] 


Ditinjau dari segi jumlah bagian pada waktu menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Tetapi hal tersebut bukanlah berarti tidak adil, karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari pada perempuan, karena laki-laki memiliki kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk di dalamnya perempuan sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 34. Jika dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa lak-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Inilah keadilan dalam konsep Islam.[footnoteRef:22] [22: Ibid., h.24. ] 

5. Asas semata akibat kematian 
Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata.[footnoteRef:23] [23: Ibid, h.25.] 

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta  seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.
Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang di dalam hukum Perdata disebutk kewarisan ‘ab intestato’ dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuatnya pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan secara testamen.[footnoteRef:24] [24: Ibid.,h.26. ] 

Asas tersebut  mempunyai kaitan dengan asas ijbari. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas hartanya pribadi yang menyangkut dengan kemauan dan keperluannya selama ia hidup. Tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya. Walaupun ada kebebasannya untuk bertindak dalam tujuan seperti tersebut di atas dalam kadar batas maksimal sepertiga dari hartanya namun tindakannya itu walaupun berlaku sesudah kematiannya, tidak disebut dengan nama kewarisan.
Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 Pasal (pasal 171 s/d Pasal 214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab II pada Pasal 172 sampai dengan Pasal 175. Pengaturan pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, juga dimaksudkan agar perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia diformulasi kembali. Kebutuhan kontemporer berdasarkan tuntunan sosial, reformulasi sistem pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih kewarisan terdahulu penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan kondisi sosial ummat Islam yang ada di Indonesia.[footnoteRef:25] [25:  Ibid, h.27.] 

Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 181 dan Pasal 182 sebagai berikut : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari  ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.[footnoteRef:26] [26:  Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2013, h. 349] 

Menurut Pasal 18 KHI :Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Pasal 182 KHI  : Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mndapat dua pertiga bagian. Apabila  saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi menurut hukum Islam  dikenal adanya empat sebab yaitu :
1. Perkawinan 
Perkawinan yang dimaksud, tentu saja perkawinan yang sah menurut syariat. Perkawinan dikatakan sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara suami dan isteri. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menrut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[footnoteRef:27] [27:  Ibid, h. 307] 

Sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melaluai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan prkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah diputuskan dengan talak raj’i (talak kesatu atau kedua) yang massa iddah bagi istri belum selesai, tetapi dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk kembali. 
Dengan demikian, apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh (talak raj‟iy yang masih dalam keadaan iddah) maka ia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 12 yang artinya sebagai berikut:  “Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri-isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” 
2. Hubungan darah atau hubungan kekerabatan 
Hubungan darah adalah menyebabkan terjadinya waris-mewarisi. Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus keatas, disebut Ushul atau leluhur simati. Pertalian darah garis lurus kebawah disebut Furuh atau anak turun simati, dan pertalian darah garis menyamping yang disebut dengan Hawasyi. Dasar terjadinya waris-mewarisi karena hubungan kekerabatan ini disebutkan didalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 11 yang artinya sebagai berikut:  “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka`duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika mninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dank-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[footnoteRef:28] [28:  Kementerian Agama RI., Op.Cit.,h.116-117] 

Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) hurif a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian menurut hubungan darah:
a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
b. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.[footnoteRef:29] [29:  Zainal Abidin Abubakar, Op.Cit.,h.349.] 

3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris 
Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pulahak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan. Tetapi ada juga suatu pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatidakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya, menurut Undang-Undang beralih pada (diwarisi oleh) ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya ada juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletidak dalam lapangan hukum perbedaan atau perjanjian tetapi tidak beralih pada para ahli waris si meninggal, misalnya hak suatu perjanjian perburuan dimana seorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri. Atau suatu perjanjian perburuhan dimana seorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri. Atau suatu perjanjian perkongsian perdagangan baik yang berbentuk perseroan menurut Hukum Perdata mauun yang berbentuk firma menurut Hukum Dagang yang menurut Undang-Undang diakhiri dengan meninggalnya salah satuanggota atau pesero.
Menurut Pasal 834 KUH. Perdata seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilih suatu benda dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujkan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Karena itu penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang menguasai benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal misalnya menyewa serta penuntutan itu tidak dapat ditujukan pada seorang curator atas suatu harta peninggalan yang tidak terurus. Seorang ahli waris yang menggunakan hak penuntutan tersebut cukup dengan mengajukan dalamsurat gugatannya, bahwa ia adalah ahli waris yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan.
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